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Income Tax (PPh) Article 23 is one type of tax deduction on income
received by domestic taxpayers other than those subject to PPh Article
21. In the digital era, the implementation of PPh Article 23 faces

significant challenges such as the complexity of digital transactions,

lack of reporting compliance, and limitations of the tracking system by
tax authorities. However there are also opportunities to strengthen the
national tax system through the use of digital technology. This study
aims to identify the challenges and opportunities in the implementation
of PPh Article 23 in the digital era and provide recommendations to
enhance the effectiveness of its collection. The research method
employs a qualitative approach using literature review and analysis of
secondary data. The findings indicate that the digitalization of the tax
system taxation, taxpayer education, and financial data integration
can be the key to overcoming these challenges.
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Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis
pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak
dalam negeri selain yang dikenakan PPh Pasal 21. Di era digital,
penerapan PPh Pasal 23 menghadapi tantangan signifikan seperti
kompleksitas transaksi digital, minimnya kepatuhan pelaporan, dan
keterbatasan sistem pelacakan oleh otoritas pajak. Namun demikian,
terdapat pula peluang untuk memperkuat sistem perpajakan nasional
melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan PPh Pasal
23 di era digital serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan
efektivitas pemungutannya. Metode penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan,
edukasi wajib pajak, dan integrasi data keuangan dapat menjadi kunci
dalam mengatasi tantangan tersebut.
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PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah
membawa dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi dan perpajakan.
Perubahan ini ditandai dengan munculnya ekonomi digital, di mana aktivitas bisnis kini banyak
dilakukan secara daring, melintasi batas wilayah, dan sering kali tidak dapat dilacak secara
konvensional. Model bisnis tradisional perlahan tergantikan oleh sistem digital yang lebih
dinamis dan fleksibel. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem perpajakan nasional,
yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan administratif konvensional.

Salah satu ketentuan pajak yang terdampak signifikan adalah Pajak Penghasilan Pasal
23 (PPh Pasal 23), yang mengatur pemotongan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak
Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, seperti royalti, bunga, dividen, sewa, serta penghasilan
dari jasa tertentu. Seiring berkembangnya teknologi, jenis jasa yang dikenai PPh Pasal 23 pun
semakin beragam, termasuk jasa-jasa digital yang belum secara tegas diatur dalam peraturan
perpajakan. Ketidakjelasan ini sering menimbulkan kebingungan, bahkan pelanggaran, baik
secara sengaja maupun tidak, akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban
perpajakan yang berlaku.

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, era digital juga membawa peluang besar
untuk memperbaiki sistem perpajakan. Digitalisasi proses administrasi, seperti melalui
penerapan e- Bupot, sistem pelaporan daring, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memungkinkan terciptanya sistem yang lebih akuntabel,
efisien, dan mudah diawasi. Dengan dukungan teknologi ini, pemerintah dapat meningkatkan
pengawasan dan memperluas basis perpajakan, sekaligus mendorong kepatuhan secara sukarela
dari para wajib pajak.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh tantangan
dan potensi yang timbul dalam penerapan PPh Pasal 23 di era digital. Kajian ini diharapkan
memberikan masukan dalam merumuskan strategi dan kebijakan perpajakan yang adaptif,
responsif, dan selaras dengan perkembangan digitalisasi ekonomi saat ini.

METODE DAN OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni pendekatan yang
bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memahami fenomena secara mendalam sesuai
dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai sesuai untuk
mengeksplorasi secara holistik tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23 di tengah era digital yang dinamis. Fokus utama metode ini bukan
pada pengukuran kuantitatif, tetapi pada penafsiran dan pemahaman konteks sosial, ekonomi,
serta regulasi yang berkembang.

1. Kajian Literatur (Library Research)

Sebagai metode utama, penelitian ini mengandalkan kajian pustaka untuk
mengumpulkan informasi dan data teoritis dari berbagai sumber yang relevan. Literatur yang
dikaji meliputi buku referensi perpajakan, jurnal ilmiah, artikel kebijakan, dokumen peraturan
perpajakan, laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta publikasi resmi dari lembaga
pemerintahan dan internasional seperti OECD.
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2. Penggunaan Data Sekunder

Selain literatur, data sekunder juga digunakan sebagai sumber informasi pelengkap.
Data ini diperoleh dari laporan statistik pajak, dokumen tahunan DJP, laporan ekonomi digital
nasional, serta hasil survei dan studi dari lembaga riset terpercaya. Informasi tersebut digunakan
untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana PPh Pasal 23 diterapkan dan
tantangan apa yang muncul dalam praktiknya.
3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi
(content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan
informasi berdasarkan tema-tema kunci yang muncul dari sumber yang dianalisis. Dalam hal
ini, peneliti memfokuskan perhatian pada isu-isu seperti regulasi perpajakan yang belum
mengikuti perkembangan digital, tingkat literasi wajib pajak, penggunaan teknologi dalam
pelaporan, serta hambatan dalam pengawasan transaksi digital. Hasil analisis ini kemudian
dijadikan dasar dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dinamika perkembangan teknologi digital dan perubahan pola bisnis di
Indonesia, muncul berbagai persoalan terkait penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tantangan utama meliputi ketidakjelasan dalam
pengkategorian jasa digital, rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan oleh wajib pajak, serta
kesulitan dalam mengintegrasikan data transaksi digital dengan sistem perpajakan yang ada.
Selain itu, pergeseran paradigma bisnis yang semakin mengandalkan platform digital turut
menimbulkan kerumitan dalam penegakan peraturan perpajakan, sehingga menuntut adanya
evaluasi mendalam terhadap mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak dalam konteks era
digital yang terus berkembang.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif
permasalahan yang muncul dalam penerapan PPh Pasal 23 di tengah transformasi digital.
Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk memahami dampak digitalisasi terhadap tata
kelola, sistem pelaporan, dan tingkat kepatuhan pajak. Melalui identifikasi tantangan serta
analisis peluang yang ada, penelitian ini juga bermaksud menyusun rekomendasi strategis yang
dapat membantu pemerintah dan otoritas pajak mengoptimalkan sistem perpajakan, sehingga
mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan transaksi ekonomi yang terus berinovasi
di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era digital, transformasi digital dalam sistem pajak penghasilan di Indonesia
khususnya PPh Pasal 23 telah menjadi landasan utama untuk meningkatkan efisiensi dan
kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan rangkaian inovasi
digital dari e-Bupot Unifikasi, e-Billing, hingga e-Filing yang terintegrasi dalam sistem Coretax
untuk menyederhanakan pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak atas jasa, royalti, dan
bunga. Dengan otomatisasi hitung-manfaat ini, wajib pajak kini dapat menghasilkan bukti
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potong secara instan, mengurangi human error, dan mengurangi beban administratif, sehingga
memperkuat aspek reliabilitas serta transparansi dalam transformasi digital sistem perpajakan.

Namun, di balik kemajuan tersebut terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.
Kesenjangan akses dan literasi digital terutama pelaku UMKM di area terpencil menghambat
penggunaan sistem digital DJP secara optimal, Ditambah lagi, munculnya gangguan teknis pada
Coretax, seperti bug login, overload server, dan masalah sertifikat digital, memicu frustrasi
wajib pajak dan potensi denda akibat keterlambatan pelaporan walaupun bukan kesalahan
mereka. Di samping itu, tantangan keamanan sistem dan risiko fraud siber makin nyata seiring
penggunaan API dan digital signature, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas data
pajak menjadi landasan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela.

Meskipun demikian, transformasi ini membuka berbagai peluang besar. Implementasi
e-Bupot secara digital memungkinkan integrasi NIK-NPWP dan validasi real-time, yang berarti
penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dapat berjalan secara privat, efisien,
dan kurang rawan kesalahan manual. Lebih lanjut, penerapan big data dan Al dalam Coretax
memberi DJP kemampuan analitik canggih untuk mendeteksi anomali, menyusun profil risiko,
serta melakukan audit berbasis risiko secara lebih tajam dan akurat. Selain itu, digitalisasi
mempermudah DJP dan pelaku usaha bermitra dalam membangun literasi pajak, menyediakan
layanan konsultatif legal compliance, dan menyusun kebijakan tax governance yang lebih
transparan dan partisipatif.

Dengan transformasi digital yang terarah dan inklusif, PPh Pasal 23 berpotensi menjadi
instrumen pemajakan yang lebih efektif, modern, dan adil. Namun keberhasilan ini sangat
bergantung pada kesiapan teknis sistem, ketahanan keamanan, edukasi digital wajib pajak, serta
pendekatan adaptif regulasi. Hanya melalui sinergi antara penerapan teknologi mutakhir dan
langkah-langkah strategis dalam edukasi, dukungan teknis, dan pengawasan, kepatuhan pajak
di era digital dapat ditingkatkan secara signifikan menempatkan PPh Pasal 23 sebagai pilar
utama penerimaan negara dalam era transformasi fiskal modern.

Pada tahap lanjutan transformasi digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk
sistem Coretax Administration System (CTAS) yang mengintegrasikan berbagai proses
administrasi mulai dari registrasi, penerbitan bukti potong PPh Pasal 23 lewat e-Bupot, hingga
pembayaran dan audit ke dalam platform terpadu yang mengandalkan cloud computing, big
data, dan Al. Teknologi ini memungkinkan DJP menganalisis profil risiko wajib pajak secara
otomatis, mendeteksi anomali transaksi digital, dan menghasilkan peringatan dini saat terjadi
ketidaksesuaian antara data pihak ketiga dan pelaporan SPT, sehingga mendorong kepatuhan
pajak secara sukarela dan efisien. Selain itu, integrasi NIK-NPWP dalam e-Bupot memudahkan
pemotong dan penerima penghasilan jasa digital untuk melakukan pelaporan tepat waktu,
mengurangi beban administratif dan potensi huma error dalam penghitungan PPh Pasal 23.

Meski banyak manfaat, penerapan CTAS menghadapi tantangan serius di lapangan.
Keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah blank-spot, memengaruhi aksesibilitas
wajib pajak yang tidak selalu memiliki koneksi internet stabil. Selain itu, djp menghadapi kritik
terkait keamanan data; DJP kemudian menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
guna audit sistem dan peningkatan protokol keamanan, termasuk enkripsi dan sertifikasi API.
Tantangan lain muncul dari rendahnya literasi digital dan fiskal, di mana banyak pelaku UMKM
digital belum memahami tata cara pembuatan e-Bupot, struktur tarif, serta mekanisme digital
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audit sehingga sosialisasi melalui webinar, pelatihan universitas, dan dukungan petugas teknis
lapangan menjadi sangat krusial.

Di sisi lain, peluang yang terbuka sangat besar. DJP memanfaatkan Al dalam sistem ini
agar bisa memberikan rekomendasi otomatis seperti hitungan tarif PPh Pasal 23, estimasi pajak,
notifikasi tenggat pelaporan, bahkan fitur chatbot 24/7 sehingga layanan pajak menjadi lebih
responsif dan bersahabat bagi wajib pajak. Strategi berbasis data ini juga memperkuat kapasitas
DJP untuk melakukan audit berbasis risiko secara real time, meningkatkan tax ratio, dan
menekan shadow economy yang selama ini memicu kesenjangan kepatuhan. Implementasi
sistem inovatif seperti blockchain dan multi-factor authentication (MFA) pada e-Bupot pun
memperkokoh transparansi sekaligus mengurangi potensi manipulasi data.

Dengan demikian, transformasi digital perpajakan, terutama pada PPh Pasal 23,
menawarkan skema yang modern dan inklusif, bahkan dalam konteks UMKM digital.
Keberhasilan implementasi ini tetap tergantung pada kesiapan teknis (stabilitas server, coverage
internet), keamanan data (certified APIs, enkripsi), dan program edukasi yang intensif. Hanya
melalui sinergi teknologi, regulasi adaptif, dan literasi massal, sistem pajak masa depan akan
benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat basis penerimaan negara
di era digital.

KESIMPULAN

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di era digital merupakan bagian penting
dari upaya pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang adaptif, transparan, dan
berbasis teknologi. Transformasi digital yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
melalui platform e-Bupot, e-Filing, e-Billing, dan Coretax Administration System (CTAS) telah
menciptakan fondasi baru dalam sistem perpajakan modern Indonesia. Sistem ini
memungkinkan pengelolaan perpajakan yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi dengan
pemanfaatan teknologi seperti big data analytics, kecerdasan buatan (AI), hingga sistem
keamanan berbasis enkripsi dan otentikasi multi-faktor.

Transformasi digital pada PPh Pasal 23 secara umum telah membawa dampak positif
yang signifikan. Inovasi seperti pelaporan otomatis, peringatan deadline pajak, fitur kalkulasi
pajak real- time, dan integrasi NIK-NPWP telah menyederhanakan proses perpajakan dan
memperkuat akuntabilitas fiskal. Selain itu, penggunaan big data dan Al membuka peluang
bagi DJP untuk mengembangkan strategi audit berbasis risiko yang lebih tajam dan akurat, serta
mendeteksi potensi penyimpangan dengan lebih dini dan responsif.

Namun demikian, keberhasilan implementasi ini masih dihadapkan pada berbagai
tantangan serius. Tantangan pertama terletak pada rendahnya literasi digital dan fiskal, terutama
di kalangan pelaku UMKM dan wajib pajak individu di daerah yang belum tersentuh teknologi
secara optimal. Banyak dari mereka belum memahami secara mendalam cara menggunakan
sistem e-Bupot, struktur tarif PPh 23, atau pentingnya pelaporan tepat waktu, sehingga
menghambat efektivitas transformasi digital tersebut.

Tantangan kedua adalah kesenjangan infrastruktur digital, termasuk kualitas jaringan
internet, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang berdampak langsung
pada aksesibilitas sistem perpajakan digital. Gangguan sistem seperti bug, keterlambatan akses,
overload server, dan error teknis lainnya juga masih menjadi kendala yang sering dihadapi
wajib pajak saat menggunakan sistem Coretax.
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Selain itu, tantangan keamanan siber menjadi perhatian penting dalam penerapan sistem
digital. Risiko kebocoran data, penyalahgunaan akses, serta serangan siber dapat merusak
kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, DJP perlu secara konsisten
meningkatkan keamanan sistem, termasuk bekerja sama dengan lembaga seperti BSSN untuk
memastikan integritas data tetap terjaga.

Di sisi lain, peluang yang tersedia sangat luas dan menjanjikan. Dengan integrasi sistem
yang semakin baik dan dukungan teknologi canggih, DJP memiliki kesempatan untuk
memperluas basis pajak, memperbaiki sistem audit dan pengawasan, serta mendorong
kepatuhan pajak yang lebih sukarela. Sistem berbasis cloud dan API terbuka memungkinkan
interkoneksi dengan sistem lain seperti perbankan, e-commerce, dan platform digital, yang akan
memperkaya basis data DJP dan memungkinkan analisis transaksi secara real time.

Implementasi chatbot pajak, fitur kalkulator otomatis, serta aplikasi mobile yang ramah
pengguna menjadi nilai tambah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, praktis,
dan efisien. Selain itu, kolaborasi strategis antara DJP dengan lembaga pendidikan, startup
teknologi, komunitas pelaku usaha, hingga marketplace digital dapat mempercepat literasi
perpajakan, meningkatkan sosialisasi, dan menciptakan ekosistem pajak digital yang inklusif
dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, PPh Pasal 23 di era digital bukan hanya sekadar aturan pemotongan
pajak, tetapi telah berkembang menjadi alat strategis fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk
memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan keadilan fiskal di
tengah dinamika ekonomi digital. Upaya ini akan lebih optimal jika didukung oleh tiga pilar
utama: kesiapan sistem teknologi, penguatan sumber daya manusia (SDM) wajib pajak dan
petugas, serta regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan demikian, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk
mengkonsolidasikan seluruh potensi dan keunggulan digital dalam sistem perpajakan, agar
dapat menciptakan sistem pajak yang berkelanjutan, responsif, dan berorientasi masa depan.
Jika tantangan-tantangan teknis dan edukatif dapat diatasi dengan baik, maka implementasi PPh
Pasal 23 dapat menjadi percontohan utama dalam membangun sistem perpajakan modern yang
adil dan kuat di era transformasi digital nasional.
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